
Menimhang bahwa untuk meruenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan 
Ment.eri Dale.ro Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang 
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan 
Teknologi Tepat Guna, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui 
Pengelolaan Teknologi Tepat Ouna di Kabupaten 
Purworejo; 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten DB.lam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;. 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244> Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor !>587), 
aebagaiman.a telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun .2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pt:merintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679): 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2010 tentang Pemberdayaan Me&yarakat Melalui 
Pengelolaan Teknologi Tepat Guna; 

BUPATI PURWOREJO, 

DENG AN RAHMAT TUHAN YAN OMAHA ESA 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
MELA.LUI PENGELOLMN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 28 TABUll 2016 

BUPATI PURWOREJO 
PROVINS( JAWA TENGAH 

ISALINANI 

 



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimakaud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai adiministraai 

pmyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Purworejo. 
4. Dinaa Soaial, Tenaga Kerja dan TransmigJ"ll&i, yang aelanjutnya 

disebut Dineosnakertrane, adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Purworejo. 

5. Kepe.Ja Dinas Sosia.l, Tenaga Kerja dan Transmignui. yang 
se\anjutnya dieebut Kepala Dinsoenakertrans, adalah Kepala Dinae 
Sosial, Tenaga Kerja dan Tranemigraai Kabupat.en Purworejo. 

6. lnstansi Teknis a.dalah Peranglalt Daerah yang mempunyai tugu 
dan tanggUng jawab terhadap kegjatan teknia aesuai dengan 
bidangnya. 

7. Kecamatan adeleh bagian wilayah Daerah yang dipimpin oleh 
Carnet. 

8. Desa adelah kesatuan masyarakat hulrum yang memiliki batae 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurue urusan 
pemerintahan, kepentingan maeyarakat aetempat berdaae.rkan 
prakarea maeyarakat. hak aeal usul, dan/atau hak ttadisional yang 
diakui dan dlhonnati dalam llietem pemerintahan Negara Keeatuan 
RepubliJc lndoneaia dan berada di Kabupaten Purworejo. 

9. Kelurahan a.dalah wilayah kerja Lurah dalam wilayah kerja 
Kecamatan. 

10. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembang,a.n 
masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan 
masyarakat mampu m.embangun diri dan lingkungannya secara 
mandirl melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalarn 
pengambilan keputusen, eerta peningkatan pengetahuan den 
keterampilan masyarakat. 

Pasal l 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

KETENTUAN UMUM 

BABI 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT MEI.AU11 PENGELOLAAN TEKNOLOGI 
TEPATGUNA. 

MEMUTUSKAN: 

• 

 



11. Teknologi Tepe.t Guna, yang selanjutnya dieingkat TI'G, adalah 
telmologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat 
menjawab permaaalahan mal}'arakat, tidak merusak linglcungan, 
dapat dunanfaatkan dan dipelihara oleh maeyarakat eeca.ra mudah, 
serta menghasilkan nilai tambah dari aepek ekonomi dan aspek 
lingkungan. 

12. Pengembangan ada.Jah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dengan tujuan memanfaatlam kaidah dan teori ilmu pengetahuan 
yang telah terbukti kebens.rannya untuk mening)<.atkan fungsi, 
manfaat dan aplikaai ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah 
ada atau menghasilkan teknologi baru. 

13. lnovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau 
perekayasaan teknologi dengan tujua.n mengembang)<an penerapan 
praktis nilai dan konteka ilmu pengetahuan yang baru atau cara 
baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
telah ada ke dalam produk atau proeea produkai. 

14. Lernbaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain 
adalah lembaga yang dibentuk oleh muye.rakat sesuai dengan 
kebutuhan dan mitta lurah dan/atau lrepala desa dalarn 
memberdayakan maeyarakat. 

15. Poa ?1!1ayanan Teknologi Tepat Guna, yang aelanjutnya disebut 
Posyantek adalah Lembaga K~asyaral<atan di Kecamatan yang 
memberikan pelayanan tek:nia, infonnasi dan orienta.ai berbagai 
jenia TTG. 

16. Wlltlln8 Teknologi Tepat Guna, yang aelanjutnya diaebut Wartek 
adalah Lembage. Kemae.yarakatan di desa/kelurahan yang 
memberikan pe~an teknis, inform.ui dan orienwri berbagai 
jenia TTG. 

17. Usaha mikro adalah ueaha produlctif millk orang perorangan dan I 
atau badan uaah.a peroranpn yang memenuhl kriteria uuha milao 
sebapimana diatur dalam peraruran perundang-undangan. 

18. Uaaha kect1 adalah usaha ~onomi produlrul yang berdiri emdiri, 
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan u!laha yang 
bukan merupakan anak peruse.ha.an atau bukan caban,g 
perusa.haan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian lanpung 
maupun tldak lanpung dari uaaha menenph atau ueaha beaar 
yang memillki kriteria u98h.a kecil aebagairoana dimabud dalam 
peraturan perundang-undanp.n. 

l9. Us.aha menengah adalah ueaha ekonomi produktif yang berdirl 
sendiri, yang dilakuka.n oleh orang peroranpn atau badan ueahr. 
yang bukan merupakan anak peruaahaan atau bukan cebang 
peruaah.aan yang dlmiJiki, dikua98i atau menjadl bagian langsun.g 
n:iaupun tidak langaung dengan usaha kecil atau uaaha beaar 
dengan jumlah kckayaan beraih atau hasil penjualan tahunan 
aebapirnana diatur dalam peraturan pcrundang-undangan. 

20. Kemitnuin adalah kerja sama dawn keterlca.itan uaaha bail< 
langaung maupun tldak langallng ate.a da.sar p.rinsip aaling 
meroerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntunglcan yang 
rnelibatkan pela.ku usaha mikro, kecil dan menenph denpn uaaha 
besar. 

 



Pemberdayaan muyarakat melalui pengelolaan TI'G diarahkan pada 
pemanfaatan dan/atau pengembangan 'ITG eesuai dengan lrebutuhan 
nyata masyarakat dan permualahan Da.erah, antara lain: 
a. produksi induatri mikro,kecil dan menengah; 
b. lingkungan; 
c. sosia1 kemasyarekatan; 
d. teknologi lainnya. 

Pasal4 

Bagia.n Ketip 
Arah dan Sllll81WI 

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTO dilaksa.oakan 
berdasarkan prinsip: 
a. partiaipatif; 
b. keterpaduan; 
c. meningkatkan usaha ekonomi; 
d. mengembangkan lcewirausahaan; 
e. mempertimbangkan potenllli swnber daya lokal; 
f. berwawasan lingkungan; 
g. memberdayakan masyarakat setempat: 
h. memberikan manfaat secam berkelanjutan; 
i. aederhana. 

Pa8al 3 

T\tjuan pemberdayaan rnasyarakat melalui pengelolaan TI'G adal.ah: 
a. men.ingkatkan kemandirian dan daya !laing mutu/kualitas produk 

daerah rnelalui pemanfaatan/penggunaa.n 'ITG; 
b. menumbuh lrembe.ngkan kemampuan dan/atau inovasi maayarakat 

dalam pengembangan dan/atau implementaai ilmu pengetahuan 
dan tekno\ogi dalam pembangunan daerah; 

c. menciptakan keaempatan kerja baru;dan 
d. menjalankan dan meningkatkan kerja sama dalam pengembangan 

dan/atau pemanfaatan TI'G. 

Pasal 2 

Bagi.an Kedua 
Tujuan dan PrinBip 

21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, 11tandar pelaksanaan, 
perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan 
dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawaaan 
umum dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan rnasyarakat 
dan pengelolaan teknologj tepat guna. 

 



(I) Pemetaan kebutuhan sebagaimana dimakBud dalarn Pasal 6 
huruf a, antara lain dilakukan melalui: 
a. pengumpulan data dan informasi; 
b. jenis TTG; 
c. jenis usaha 
d. aosial budaya; dan 
e. potensi sumber daya daerah. 

Paaal 7 

Bagian Kedua 
Pemetaan K.ebutuhan 

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolasnTTG meliputi: 
a. pemetaan kebutuhan; 
b. pengkajian; 
e. uji coba peralatan TTG; 
d. pengembangan; 
e. pemasya.rekatan 'ITO; dan 
f. penerapan TI'O. 

Paaal 6 

Bagian Kesatu 
Umum 

BABU 

KEOIATAN PEMBERDAYAAN 

(4) Sasaran teknologi lainnya aebagai dimakeud dalam Pa.aal 4 huruf d, 
pada penggelisn dan pengembangan teknologi dan sesuai potensi 
dan kebutuhan daerah untuk peningkatan ekonomi masyarakat 
dan pela.yanan kepada masyarakat. 

(3] Saaara.n eosial kemasyarakatan eebagairnana dimaksud dalam 
Pasa.l 4 huruf c, untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan 
kenyamanan dalam bermasyaralcat. 

(2) Sasaran lingkungan sebegaimana dimalalud dalarn Pual 4 huruf b, 
untuk rnengendalikan kerusakan lingkungan melalui teknologi 
pema.nfaatan limbah, teknologi penanggulangan pencemaran, 
teknologi penyed.iaan air ber8ih dan awnber energi altematif yang 
rarnah llngkungan. 

(I) Sasaran produksi industri mikro, kecil dan menengah aebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, untuk meningk.a.tlcan mutu 
produk yang dihasilkan industri mikro, kecil dan menengah agar 
mampu bersaing di pasar lokal, nallional dan intemasional. 

Pasal 5 

 



(2) Dinsosnakertrans memfasilitasi inovasi TTO eeba(!l'irnana dimaksud 
dala.m Pasal 10 ayat {I) melalui lomba TIG di tingkat kabupaten, 
provinai, nasienal atau internasional 

(11 Pemerintah Oaerah melakukan faailitasi perlindungan hukum 
terha.dap inovasi TIO se'bagaimana d.imaksud daJ.am PaaaJ IO 
ayat {l) melalui pengupayakan untuk mendapatkan scrtifikat hak 
atas kekayaan inte!ektual seeuai ketentuan peraturan 
perundangan-undangan. 

Paul 11 

(2) Hasil pengembangan et"bagairoana dimaksud daJ.am Paaal 10, 
dimanfaatkan dala1n penerapan TI"G di muyarakat. 

{l) Pengembangan aebagaimana dimaksud dalam P8B81 6 huru! d, 
dilakukan melalui inovMi TTG. 

Bagian Keempat 
Pengembangan 

Pasal 10 

Uji coba peralatan 1TO sebe.gaimana dirnaksud dalam Pa&al 6 hurur c, 
dilalcukan berdasarkan pengkajian terhadap TTG yang seaual dengan 
kebutuhan masyarakat dan/atau Daerah. 

Pasa.l 9 

(11 Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, 
dilakukan den(PUI ca.ra menpnaljsia haeil pemetaan kebutuhan 'ITO 
untuk mendapatkan telmologi yang aeauai dengan kebutuhan 
masyarakat dan/atau permaealahan Dserah. 

(2) Pelaksanaan pengkajian sebagaimana dim.aksud peda ayat (1), 
dapat bekerja aama dengan pihak lain yang memili.ki kompetens.i di 
bidang ilmu dan pengetahuan. 

Paul8 

Bagian Ketiga 
Peng)a,.jian dan Uji Coba 

(2) HaBil pemetaan kebutuhan TTG .ebagaimana dimaksud pada 
aya.t (1) digunakan untuk perencanaan pemanfaatan dan 
pengembangan TI'G. 

{3) Perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTO eebe.gaimana 
dimakaud pada ayat (2), menjadi bahan masukan dalam 
penyusunan Rencana Pembangunan J8.llika Menengah Daerah, 

 



(2) Pelatihan eebaga.imana dimaksud pada ayat (l) huruf a, dapat 
be.rbentuk kegiatan: 
a. pela tihan teknia; 
b, pelatihan manajemen; 
c. atudi banding; dan 
d, pemagangan. 

(31 Pemberian bantuan aebagaimana dimaksud pad.a ayat {l) huruf b 
dapat berupa uang den/ atau ba.rang yang dilakukan melalui: 
a. hibah; 
b. bantuan aoaial; atau 
b. dana bergulir, 

(4) Pemberian bantuan aebagalroana clima.kaud pada ayat (3), 
dilak.aanakan seeuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasall3 

(I) Penerapan TTO aebagaimana dimakeud dalam Paaal 6 huru[ {, 
ditujukan untuk memberdayakan masyarakat da.lam mmerapkan 
dan memanfaatkan 'ITO secara optimal, rnelalui: 
a. pclatihan; 
b. pemberian bantuan; den 
c. pendampinpn. 

Bagie.n Keenam 
Penerapan 

(21 Pem.asyarakatan TTO aebagaimana dimakeud pada e.ye.t ( l) 
dllakukan untuk mengkomunikasikan penerapan TTO. 

(3) Pelaksanaan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11, 
dapat dikerjasamakan dengan pihak lain yang meiniliki kompetensi 
di bldangnya. 

(11 Pema~arakatan TTO eebagairnana dimakaud dalam Pesa) 6 
huruf e, merupakan huil pengembangan teknologl yang ditujukan 
kepada masyarakat, melalui kegiatan antara lain: 
a. pagelaran/pameran TTO; 
b. lokakarya TTG; 
c. temu informasi TTG; 
d. pelatihan; 
e, pendampingan; 
l ma.gang; 
g. komunikasi infcrmasi dan edukasi TIG atau media 1118M8. 

PaaaJ 12 

Bagian Kelima 
Pemasya.rakaum 

 



Pasal 15 

(I) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan 
berdasarkan prinsip: 
a. efiaien ei; 
b. efektivitas; 
c. einergi; 
d. aaling menguntungkan; 
e, kesepakatan bersama: 
f. itikad baik; 
g. mengut.amakan kepentingan masyarakat dan daerah; 
h. persamaan kedudukan; 
i. transparanei: 
j. la:adilan; 
k. kepaatian hukum. 

(21 Kerja u.ma IIC'bepimana dimak.sud pada ayat (1), dlbuat dalam 
Perjanjian Kerja Sama yang merouat paling eedi.ldt: 
a. subjek kerja eama; 
b. a bjek kerja aama; 
c. ruang lingkup kerja IIIUTU\; 
d. ba.k dan kewajiban para pihak; 
e. jangka waktu kerja sama; 
f. pengakhiran kerja sama; 
g. keadaa.n memaksa; dan 
h. penyelesaian perselisihan, 

(3) DalaJn Perjanjian Kerja Sama sebegaimana dimaksud pada ayat (2), 
wajib memuat pengalihan teknologi dari sumber teknologi kepada 
masyarakat. 

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dapat dilakukan 
melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia 
industri. 

Pasal 14 

KERJASAMA 

BAB III 

(5) Pendampingan isebagaimana dimaksud pa.da ayat (l) huruf c, 
dilakukan oleh Poayant.ek dan Wanek 

(61 Petunjuk telmis mengenai pelatiha.n telmis dan manajemen '!'TO 
aebagaimana dimaksud pad.a ayat (2) huruf a dan huruf b yang 
dilaksana.kan oleh Pemerintah Daerah d.isusun dan ditetapkan oleh 
Kepala Din110enakertran11. 

 



(3) Pernbinaan aebagaimana. dimaksud pa.da ayat (2) dilaksanakan 
oleh Dinsosnaken:rans dengan melibatkan Perangkat Daerah 
dan/ atau lnstansi Teknis lainnya yang terk.ait. 

(2) Pembinaan aebagaim.arul d.imakaud pada ayat (l), dilakukan 
melalul: 
a. koordinaai; 
b. penyuluhan dan/atau bimbtn,gan tekni11 
c. supervisi dan konsultaal; atau 
d. pemantauan dan evaluasi, 

(I) Bupati melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui 
pengelolaan TTG secara terpadu, konsiaten dan berkelanjutan. 

Pual 17 

Bagjan Kesatu 
Umum 

PEMBINAAN 

BABY 

(3) Pemberian penghargaan eebagaimana du:naksud pada ayat (2) 
huruf b dan huruf e dilakukan dengan memperhatikan kemampuan 
keuangan daerah. 

(2) Pengharpan aebagaimana dimalcsud pada ayat ( l ), dapat berupe: 
a. sertifikat; 
b. uang dan/atau barang; dan 
c. beasiswa bagi pelajar. 

(1) Masyarakat yang berprestaai menciptakan movasi 'ITO dapat 
diberikan penghargaan dari Bupati berdasarkan usu! Kepala 
Dine<>11nal<ertrans. 

PasaJ 16 

pgNQHARGAAN 
BAB IV 

 



( 11 Supervisi dan konsultasi sebagaitnJlJIB. dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap: 
a. kebija.kan; dan 
b. pengelolaan TTO oleh masyarakat. 

Pass.I 21 

BalJlln Keempat 
Supervisi dan Koneult:asi 

(4) Dalam melaksanakan penyuluhan dan/atau bimbingan teknis 
aebagaimana dimaksud pada ayat (I), Dinaosnakertrane dapat 
bekerjasama perguruan tinggi a tau lembaga lain yang terkait. 

(3) Penyuluhan dan/atau bimbingan teknis eebagaimana dim.alcsud 
pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan o\eh Kepala 
Dineoanakertrans. 

(21 Penyu\uhan dan/atau bimbingan teknis sebapimana dimakAud 
pada ayat (II, dilakukan secara berkala dengsn berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(1) Penyuluhan dan/atau bimbingan teknia sebagaimana dimaksud 
dalam Paaal 17 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh: 
a. aparatur Pemerintah Daerah; dan 
b. pelaku uaaha/induatri kecil dan menengall. 

Bagian Ketiga 
Penyuluhan dan BimbinganT'eknis 

Paeal 20 

Koordinasi dalam perumusan kebijakan dilaksanakan oleh 
Dinsosnakertrans. 

(2) Koordinaei sebagaimana di.ma.kaud pada ayat (1), dilakaanakan 
pada lingkup Kecamatan dan Desa/Kelurahan. 

Pasa.l 19 

(1) Koordiruuii aebagaimana dimaksud dalam PasaJ 17 ayat (21 huruf a, 
bertujuan untuk menciptakan si.nergi, ain.kronisui dan komun.ikaai 
antar Perangkat Daerah/ lnatansl terk:a.it eecara efillien, efektif dan 
ra.aional. 

Pasal 18 

Bagian Kedua 
Koordinasi 

 



Pendanaan pemberdayaan maeyarakat melalul pengelolun 'ITO 
bersumber dar! Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber 
sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. 

BAB V11 

PEND AN MN 
Pa8al 24 

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TI'O dilaporkan oleh 
Kepala Dineosnakertrana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 
Ka.bupatc:n Purworejo. 

Paeal 23 

PELAPORAN 

BABVl 

(l) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dawn Pasal 17 
ayat (21 huruf d, dilakukan terhadap: 
a. kebija.lc:an; 
b. penyuluhan dan bimbingan telmis; dan 
c. pengelolaan 'ITO oleh masyarakat. 

(21 Pemantauan dan evaluaai eebagairnana dimaksud pa.da ayat (11 
dilakaanakan oleh Kepala Din808rulkertrans. 

(3) Oalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinsosnakertrane de.pat melibatkan 
perguruan tinggi. atau lembaga lain yang terkait. 

Pa38122 

Bagian Kelima 
Pcmantauan dan Evaluasi 

(21 Supervi&i dan konsultasi se~ dim.alalud pa.da ayat (I) 
huruf a, dilaksanakan oleh Kepala Dinsosnakertrans. 

(31 Dalaln melaksanakan aupervisi dan konsultasi sebagaimana 
dimaksud pa.da ayat (11, Kepala Oin906llakertranS dapat melibatkan 
perguruan tinggi atau lembaga swaeta dan lembaga lain yeng 
terkait. 

 



~ A BAGIAN HUKUM 

'L---'Y'""'\\"' -.a 

SERITA OAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2016 ~OMOR 28 SERI E NOMOR 2S 

TRIHANDOYO 

Diunda.ngkan di Purworejo 
pa.da tanggal 29 Jam 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

Ttd. 

AGUS BASTIAN 

Ditetapkan di Purworejo 
pada tangga) 29 Juai 2016 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku peda tanggal diundangkan. 

Pasal 25 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB VIII 

 


